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ABSTRAK

KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA
(Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik. Untuk dapat
- menyelesaikan konflik tersebut diperiukan suatu lembaga yang berwenang yaitu
lembaga peradilan. Lembaga terschut berwenang memberikan keputusan terhadap
konflik. Wewenang vang demikian itu disebut dengan "Kekuasaan Kehakiman," yang
di dalam prakieknya dilaksanakan oleh hakim. Seorang hakim harus berusaha mencari
kebenaran materiil. Untuk mendapatkan kebenaran yang materul itu, maka segala
sesuatu mengenai usaha mengumpulkan data atau hal-hal yang menjadi dasar
daripada kebenaran itu adalah erat hubungannya dengan alat bukti. dan seorang hakim
dituntut untuk berperan aktif, teliti, dan harus waspada dalam melekukan peradilan
pidana. Tegasnya bahwa putusan hakim yang mengandung hukuman harus berdasar
atas dua faktor yaitu: bukti yang sah dan keyakinan hakim '

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sedangkan
sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu menggambarkan
tentang keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana, kemudian
memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain yang ada
hubungannya dengan keyakinan hakim dan selanjutnya membandingkan antara
hukum positif dan hukum Islam. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaaan, maka
sumber datanya adalah karya-karya ahli hukum Islam dan hukum positif.. Jika data
telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan
Istrumen analisis-deduktif-komparatif yaitu mengadakan perincian terhadap
keyakinan hakim, kemudian membahas dari hal-hal yang umum vaitu kekuasaan
kehakiman ke hal-hal vang khusus yaitu kevakinan hakim selanjutnya
membandingkan keyakinan hakim antara hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan
yang digunakan adalah yuridis empirik yaitu meneliti data primer vang ada
hubungannva dengan keyakinan hakim, di samping itu di teliti juga data sekunder
yaitu perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para
sarjana hukum terkemuka. .

Hasil penelitian ini- adalah bahwa alat bukti baik daj hukum positif maupun
hukum Islam hanya merupakan sarana saja dalam mencari kebenaran ‘atau sebagai
sarana bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu alat-alat bukti
tersebut .iarus alat bukti yang dapat pula menyimpulkan keyakinan pada hakim.
Sistem pembuktian perkara pidana dalam hukum positif apabila ditinjau dari segi
sistem pembuktian menurut hukum Islam, maka secara teoritis sistem tersebut cukup
baik dan secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum islam Namun yang agak
berbeda adalah dari segi kuantitas alat pembuktian, formalitas hukum, dan -
pertanggungjawaban. o

Keyakinan hakim merupakan hal yang sifatnya subyektif, sehingga hakim
harus betul-betul bertaqwa kepada Allah SWT yang dengan penuh keikhlasan dan
Kejujuran akan tanggungjawabnya dalam melaksanakan peradilan akan lebih berhati-
hati, teliti dan waspada dalam menetapkan keyakinannya.
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
( Q.5 Al Insyiroh : 6 ) '

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan ke

mampuannya
( Q.S Al Bagarah : 286 )

Sesungoulnya jika kamu bersyukur, pasti kanii akan menambah (nikmat
(el =] . . [

kepadamu, dan jika kamu mengingkari ( nikmat-Ku ), maka sesungguhnya azabku

sangat pedili
( Q.S Ibraliim : 7)

o

Dialalt Tulian yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberi makan
dan minunt kepadaku,

dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku,

kermudian akan nienghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuharapkan akan
' mengampuni kesalalanku

( Q.8 Asy Syu'ara : 78-82)
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PERSEMBATIAN

Ayal bundaku,..... terima kasili atas semuanya minta maaf dan ridhonya atas
senua kesalahan yang telah aky perbuat '
Ya Allah ampuni dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak
kecil

Kakak-kakakku, Mas Hananto, Mas Indro, Mbak Nur, Mpak Rin,..... ang selalu
memberikan aku dorongan, semoga -kalian selaly mendapat lindungan dari Allal
SWT dalam mendidik "si kecil"

Keponakan-keponakaniu,.... Bella, Daffa, Fakhri, semoga kalian menjadi anak
yang sholeh dan sholehah,cerdas. Bulik selalu menunggu keceriaannu

Selurul keluarga besar Kauman, ... yang telalt banyak memberikan nuansa
dalam kehid:apanku

St penjaga hatiku, ... Semoga cepat aku temukan yang masile merupakan rahasia
Halii

Dan semuanya yang belum bisa disebutkan sary persatu.

Persalicbaian adalal: sesuatu yang indalt yang munokin tak kutemui di setiap saar
) RN . 5 S 5
..

aaii dimanapun berada
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" PEDOMAN TRANSLITERASE ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakal dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987-Nomor
0543b U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama { Huruf Latin l Keterangan ]
‘- : ahf Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
. - ) ba' ' b | . be
= ta’ | { ' te
< | s’ ! 3 es (dengan titik diatas)
= jim ' i je
- 'h,a’ h a (dengan titik dibawah)
: z kha' kh ka dan ha .
: dal d de
i
: 2 : zal z zet (dengan titik diatas)
i o ; ra’ r er
; J | zai i z zet
' > sin ’ s ' es
! = syin sy es dan ye
‘ o= f sdd . 3 es (dengan ti_tik dibawah)
= dad d de (dengan titik dibawah)
. ~ |
B ta' . t, | te (dengan titik dibawah)
: > : za' | 7. zet (dengdn titik dibawah)
% = | ain ‘ koma terbalik di atas
: > ; gain - g ge
, = L £ ef
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S qaf- qi
4 kat ka
J lam I ‘el
N mim m ‘em
O nun n 'en
s wawu w w
° ha' h ha
¢ hamzah ' apostrof
4 ya' y ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
TR PAN ditulis muta‘aqqidin
Sae ditulis ‘iddah
C. Ta' marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
s ditulis Hibbah -
Lo ditulis Jizyah |

|

(ketentuan ini tidak "diperlakukan tethadap kata-kata Arab yang sudah terserép

kedalam bahasa Indonesia, sepert

dikehendaki lafaz aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang

ditulis dengan h

shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

ERRTEWES

ditulis

Karamah al-auliya’

Vil

“al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

)



B o

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat,

ditulis t.

fathah, kasrah dan dammah

JURISE ‘

ditulis

zakatul fitri

]

D. Vokal Pendek
] kasrah ditulis a
f ! fathah ditulis i
f { dammah dirﬁlis u
L f j
E. Vokal Panjang
| 1 | fathah + alif ditulis a
| ‘ C Aadala ditulis Jahiliyyah
i : . s
i 2 . fathah + va' mati ditu 1S a
- s - ditulis yas‘a
3 kasrah + ya' mati ditulis i
aS ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis u
i o ditulis furad
| Pooess '
|
[ !
I, Vokal Rangkap
1 i fathah + ya' mati ’ ditulis ai 7
e | |
- . |
fathah + wawu mati | ditulis au |
| |
| |

[
I .
pJs




(. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan deng

an apostrof

! Pt Ditulis a'antum
{ el ditulis u'iddat
{ B ditulis la'in syakartum
: o e - .
H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Buladiikuti huruf Qamariyyah
AP ! Ditulis ’ ' al-Qur'an
ol | Ditulis }  al-Qiyas
{ _

b. Bila ditkut

huruf  Svamsiyyah

 ditulis dengan .menggunakan huruf

Svamsiyyah vang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

elandl
) s :.‘“

|

Ditulis
Ditulis

al-Sama'

al-Syams

I Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

Al o g
L) A

Ditulis
. Ditulis

zawi akfurud

ahl al-sunnah
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kéhidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara
individu satu dengan individu yang lainnya. Konflik yang’ sering terjadi tidak
dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan
persoalan tersebut sering kali diperlukan Campur tangan institusi khusus yang
memberikan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak). Penyelesaian itu
tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.
Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga
peradilan yang berwenang untuk melakukan pemenksaan, penilaian, dan
memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang demikian itulah yang
disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman”, yang didalam prakteknya dilaksanakan
oleh hakim.

Hakim wajiB diberi kesempatan uﬁtuk sampai kepada suatu kebenaran
(hakikat) dengan semua cara yang mungkin; menurut pendapatnya. Ia
m¢nyimpulkan kébenaran itu dari setiap yang mungkin menunjuk kepadanya,‘
menurut keyakinannya, dan kepada hakimlah tumpuan dalam menentukan sahnya
suatu petunjuk (dalil) dan kekuatan penunjukannya. Hakim tiada memutus

perkara, kecuali sesuai dengan keyakinannya. Inilah jalan yang memberikan bagi

! Subrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) him.3.



hakim kebebasan mutlak dalam membuktikan yang djnamakzm deﬁgan jalan
(sistem)‘ pembuktian menurut adab atau sistem mempergunakari keyakinan.?

Di antara sistem pembuktian yang dikenal dalam lapangan ilmu hukum
acara pidana ialah sistem “negative wettelijk” yaitu sistem undang-undang sampai
suatu batas, dengan unsur dasarnya yaitu : keharusan adanya keyakinan pada
hakim dan adanya alat-alat bukti vang sah.

Untuk menetapkan adanya keyakinan ini séorang hakim membutuhkan
alat-alat bukti yang dapat menggambarkan keadaan apa yang sesungguhnya telah
terjédi dari suatu perkara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP _v,angz .
berbunyi: |

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengon sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya®.

Di samping itu juga nampaknya sistem negatief weltelijk ini mendapat
dukungan dari para sarjana hukum kita untuk diperlakukan di Indonesia. Dalém

hal ini sebagaimana pengakuan Wirjono Prodjodikoro, bahwa menuruf hemat saya

memang sistem negatief wettelijk sebaiknya diberlakukan di Indonesia.*

? Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Figh Jinayat Islam, cet.], (Yogyakarta:
Andi Offset, 1984), him. ix.

2 Pasal 183

* Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung : Sumur Bandung,
1977), him. 94.



Demikian juga halnya Subekti, yang pada pn'nsipnyé beliag juga
menyetujui dengan mengatakan bahwé sistem negatief menurut undang-undang
itu memang ;.udah setepatnya untuk hukum acara pidana ’®

D1 dalam Hukum Islam juga ditetapkan sarana-sarana atay dasar-dasar
yang dapat dipakai oleh hakim dalam mencari hakekat darlpada suatu perkara.
AMcnyelesaxkan dan menetapkan putusan terhadap suatu perkara yang sedang
dipériksa atau yang menjadi pemkaxan diantara sesama manusia adalah suatu hgl
dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hukum 1slam.

Di dalam al Qur’an ada beberapa ayat yang memerintahkan demikian,

diantaranya Allah SWT berfirman :
Bg,gpwunng.;uuangsugwuh_}m”ug

Dan di ayat yang lain Allah SWT mencgaskan bahwa:

Tt led 4 S o 0 Y L,

Kemudian untuk melaksanakan pen"ntz}h tersebut secara tertib dan teratur
Hukum Islam telah mex;ggadskan suatu pedoman yang menjadi dasar bagi hakim
dalam memutuskan perkara-perkara yang sedang diperselisihkan yang pada
pokoknya harus berdasar pada keadilan
Dalam hukum islam maupun hukum positif, hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana kepada terdakwa harus meraberikan putusan yang seadil-adilnya

> Subekti, Hudkum Pembuktian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), him. 7.
¢ Shaad (38) : 26

7 An-Nisa' (4) : 65



disertai rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, diri séndiri, masyarakat, bangsa,
dan negara. Sedangkan hakim yang akan menetapkan perkara tersebut adalah
seorang manusia belaka yang sudah barang tentu dapat salah raba dalam
menetapkan keyakinannya perihal suatu keadaan, di mana kéyakinan I;ada hakim
hubungannya: dengan soal pembuktian adalah suatu hal yang tidak nyata (abstrak
dan sangat subyektif sifatnya, tidak dapat dikontrol omng lain). Maka lewat
skripsi  ini penyusu;i akan mencoba menguraikan untuk memperelas
permasalahannya apakah pengaruh keyakinan hakim mempunyai kekuatan hukum
yar.xg tetap sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsiran di tengah-
tengah masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “ Keyakinan

Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana" (Studi Komparasi Hukum

Positif dan Hukum Islam)

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan tidak meluas, maka diperlukan
adanya pokok mas;llah. Sehingga arah pembahasan ini dapat dipahami secara
Jelas, dan komprehensif. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, maka
permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : -

1. Apakah keyakinan hakim dapat mempengaruhi proses

pembuktian perkara pidana | |
2. Apakah keyakinan hakim dalam proses penﬁbuktian mrkﬁa

pidana mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan apa yang



melatar  belakanginya, schingga dapat diberlakukan di
Indonesia

Bagaimana persamaan atau perbedaan antara hukuin positif

('S

dalam hal ini KUHAP dan hukum Islam mengenai keyakinan

hakim dalam proses pembuktian perkara pidana

C. Tujuan dan Kegunaan
Pembahasan skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau
mendapatkan jawaban bagi masalah yang akan dipaparkan diatas, juga mampu
untuk menemukan kejelasan tentang pokok masalah ﬁmg ada dalam skripsi ini.
Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut,
1. Tujuan Penelitian adalah :
a. Mendapat gambaran dan data yang lengkap mengenai
keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana
b. Menemukan suatu kesimpulan bahwa keyakinan hakim -
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mencari faktor
yang melatarbelakanginya schingga dapat diberlakukan di
Indonesia
¢. Mencari persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan
hukum Islam mengenai keyakinan hakim dalam proses

pembuktian perkara pidana



o

. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

a. Penelitan ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang
cukup éigniﬁkan terhadap kajian pidana umum dan pidana
islam
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b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik

-

dengan kajian pidana umum dan pidana Islam

D. Telaah Pustaka

Karya tulis' dalam bidang hukum Islam yar;g membahas alat bukti amat
banyak dan beragam, mulai dari kitab-kitab klasik, karya ulama salaf, sampai
karya ilmiah buah pikiran sarjana kontemporer. Diantaranya kitab Nazriyatul
Isbat fil Fighil Jinai Al-Islamy yang merupakan karya seorang ahli syari’at Islam
dan hukum barat, Ahmad Fathi _Bah'ansy dan telah diterjemahkan inenjadi Teori
‘Pembuktian menurut Figih Jinayah Islam diterjemahkan oleh Usman Hasyim dan
dibantu oleh Ibnu Rachman. Buku ini mengupas secara tuntas mengenai teori
pembuktian menurut hukum pidana “Islam dan inembandingkannya dengan
hukum barat. Selain itu ada juga buku Falsafatut Tasyri’ Fil Islam Mugqadimatun
fi Dirasatisy Sya_r'i’alil Islamiyati ‘ala Dau’i Mazahibiha Mukhtalifati wa Dau-¢il
Qowaninil Hadisati oleh Sobhi Mahmassani yang telah diterjemahkan ﬁaenjadi
Filsafat Hukum Islam ‘oleh Ahmad Sudjono Diantaranya dalam bahasannya
adalah‘ mengenai pembuktian dengan memaparkan alat-alat bukti yang sah

men arut hukum Islam®



Muhammad Salam Madkul: dalam kitab Al Qadau fil Islami menyebutkan
bahwa hakim boleh memutus perkara atas dasar Bukti pengetahuannya, sebab
keyakinan tentang keadaan suatu itu hanya dapat diperoleh dari hasil pengetahuén
sendiri ®

Bahwa hukum al-Qur’an (Islam pery.) mensyaratkan keyakinan hakim
itu dalam menjétuﬁkan keputusan, baik dalam ‘perkara pidana.maupun dalgm,
perkara perdata. Demikian hal itu dikemukakan dalam buku Al Qur’an dan limu -
hukum oléh Abdoer Raoef. Sedémgkan buku-buku yang mengu@s tentang
masalah sistem pémbuktian berdasarkan keyakinan hakim diantaranya adalah

- Hukum Pembuktian dalam perkara pidana karangan Hari Sasaﬁgka dan Lily
Rosita, Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah, Peradilan dan
Hukum.Acara Islam karangan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Pembuktian
‘karangan Subekti

Namun dari buku-buku yang tersebut diatas itu, belum ada yang secara

tegas mengemukakan bahwa kéyakinan hakim dapat dijadikan sebagai kekuatan

hukum yang tetap.

E. Ker;mgka Teoritik

Menurut Hari Sasangka alat bukti adalah segala sesuatu. yang ada
hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

* Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, alih bahasa: Drs. Imron AM
(Surabaya: PT. Bina limu Offset, 1993), him. 5. ’



terdakwa. Sedangkan pengertian sistem pembuktian adalah pengaturah tentang
macam-macam alat-alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti
dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara
bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut Subekti bahwa hakim atau pengadilan mempunyai tugas
menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum antara
dua pihak yang bersangkutan. balam sengketa yang berlangsung di muka hakim.
itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (posita) yang saling
bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang
benar dan dalil-dalil manakah vang tidak benar. Berdasarkan duduk perkaranya
vang ditetapkan sebagai hal yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau dicfum
putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan sia;‘)akah‘ yang
dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan
aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidﬁkpastian hukum dan kesewenang-
‘wenangan hukum akaﬁ timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu
diperbolehkan men}fépdarkan pufusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu
sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada
sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini
masing-masing pihak beruéaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang’
dikemukakan kepada hakim yang di wajibkan memutuskan perkara mereka itu.

Menurut T.M Hasbi .Ash Shiddieqy bahwa hukum adalah sesuatu yang
diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang

terhukum memenuhi suatu hak untuk pthak pendakwa. Maka itulah yang menjadi

.\\



pegangan hakim, baik dia seorang mujtahid maupun seorang mugallid, ataupun
dia seorang yang memutuskan perkara deng?n undang-undang yang sudah
ditentukan , atau mazhab yang sud:ah ditetapkan.‘

Menurut hukum Islam, uvntuk menyelesaikan suatu perkara yang di bawa
ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mqwujudkan keadilan,
maka hendaklah hakim. mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui
hukum Allah SWT terhadap gugatan itu. Apabila tirhbul suatu perkara yang |
memerlukan ijtihad, maka jika hakim dapat menemukan sesuatu hukum dengan;
yjtihadnya, hendaklah hakim memegéng ijtthadnya, walaupun pendapatnya -
berlawanan dengan mujtahid-mujtahid yang lain. Bahkan dia tidak boleh
mengambil pendapat orang lain, karena Allah SWT mengharuskan hakim
1‘nemutuskan perkara secara benar menurut keyakinanﬁya. Apabila hakim yang
mujtahid tidak dapat mengambil sesuatu péndapat dengan mudah jalan ijtihadnya,
maka janganlah hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi hendaklah ia
mengulang-ulang penelitian dan melembatkan putusan sehingga ia memperoleh
suatu pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan menurut pendapatnya. Kalau
hakim berlaku ceroboh, maka Walaupun putusannya mempunyai daya untuk
menundukkan orang-orang yang berperkara, namun putusan itu tidak berharga di
sisi Allah SWT. | ©

Untuk menetapkan adanya suatu keyakinan ini, seorang hakim
membutuhkan alat-alat bukti yang dapat menggambarkan tentang keadaan apa
yang sesungguhnya telah terjadi dari suatu perkara. Oleh karena itu penyusun

dapat merumskan masalah yang akan dibahas ialah tinjauan hukum positif
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tentang keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana menurut
KUHAP, dengan sistem pembuktian negaticf wettelijknya, kemudian keyakinan

hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum I[slam.

F. Metodé Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu
penelitian dengan mengumpulkan data-data dari bghan-bahan bacaan yang ada
relevansinya dengan permasalahan yang penyusun bahas. | .
2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.”
3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah
karya-karya ahli hukum Islam dan hukum positif atau disebut dengan data utama
(primer). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain:

Teort Pembuktian menurut Figih Jinaya‘g Islam, Falsafatut Tasyri’ fil
Islam, Al Qadau fil Islam, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Komentar atas

Reglemen Hukum Acara di dalaﬁm Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri/HIR,

? Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keaadaan

gejala, kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala /frekuensi
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat
Analisis adalah jalan yang dipakai untuk "mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan
mengandalkan pemerincian terhadap obvek vang diteliti dengan jalan memilah-milah antara
pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai
halnya :
Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian
sehingga- dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan
secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan
semakin murni (Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
hlm 47-59
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, Peradilan dan Hulcufn Acara
Islam. Sedangkan sumber bantuan (sekunder) adalah kajian-kajian yang lz_ida
relevansinya dengan faktor keyakinan.
4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis-deduktif-komparatif, ° Instruﬁxen analisis dalam :
penulisan ini adalah mengadakan perincian terhadap keyakinap hakim dalam
proses pembuktian perkara pidana dengan jalan memilah-milah antara pengertian
yang satu deﬁgan pengertian yang lain. dari langkah analisis ini dilanjutkan
dengan instrument deduksi yaitu darihal-hal yang umum yaitu kekuasaan
kehakiman ke hal-hal vang khusus yaitu keyakinan hakim. sedangkan instrument
komparasinya adalah membandingkan keyakinan hakim dalam proses pembul&ian
perkara pidana antara hukum positif dan hukum Islam.
S. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik,
yang terutama meneli'ti data primer. Di samping itu diteliti juga bahan pustaka
atau data sekunder yaitu perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori

hukum, daﬁ pendapat para sarjana hukum terkemuka '

' Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang
bersifat khusus. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam
obyek penelitian sehingga dapat menjadi jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat
menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami
dengan semakin murnii(7bicd)

1 Soejono ‘dan Abdur Rahmah, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
hint. 56.
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G. Sistematika Pembahasan

Secara ringkas judul skripsi “Keyakinan Hakim Dalam ProsesPembuktian

Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)’ int, isi

pembahasannya, dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama : berisi tentang pendahuluan, dimana dalam bab ini terdiri atas latar

Bab kedua :

Bab ketiga :

belakang masalah mengenai keyakinan hakim'dalam proses
pembuktian perkara pidana ; pokok masalah yang berisi: pengaruh,
kekuatan hukum yang tetap, persamaan dan perbedaan dalam
hukum positif maupun hukum Islam ; tujuan dan kegunaan
telaah pustaka ; kerangka teoretik ; metode penelitian ; sistematika
pembahasan |

berisi tinjauan umum tentang keyakinan hakim yang meliputi
pengertiannya bahwa keyakinan bakim adalah keadaan percgva/_
yang mendalam yang ada pada diri hakim ; tingkatan-tingkatannya
yang terdiri dari ilmul yakin, ainul yakin, dan hakkul yakin ; dan
peranannya dalam menetapkan perkara yang berisi bahwa peranan
keyakinan hakim itu sangat penting dan meneﬁtukan sekall

berisi tentang masalah keyakinan hakim dalarﬁ sistem pembuktian
perkara pidana menurut hukum positif yang meliputi sistem
pembuktian  berdasarkan  undang-undang secara  positif,
berdasarkan keyakinan hakim melulu, berdasarkan keyakinan

hakim atas alasan yang logis, berdasarkan undang-undang sampai

suatu batas ; dasar-dasar menetapkan keyakinan hakim yaitu alat-
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alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang terdiri dari:
Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan
terdakwa ; keharusan adanya keyakingn pada hakim bahwa sem}uad
alat bukti yang sah menurut undang-undang itu adalah hanya

sebagai sarana saja bagi hakim untuk menetapkan keyakinannya

Bab keempat : berisi tentang masalah keyakinan hakim dalam proses pembuktian

Bab kelima

L]

pérkara pidana menurut hukum Islam, yang berisi Sistem
pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum Islam yaitu:
pengakuan, kesaksian, ‘sumpah, penolakan sumpah, qasamah,
pengetahuan hakim, petunjuk/sangkaan ; Nilai-nilai putusan yang
di dasarkan kepada. kevakinan hakim yaitu seorang hakim dalam-
mcnétapkan perkara agar keputusannya dapat memenuhi kebenaran
dan keadilan, hendaklah memahami hukum-hukum Tuhan ;
Tinjauan terhadap keyakinan hakim dalam pembuktian perkara
yang berisi hakim harus menunda waktu pemberian keputusan
apabila masih ragu-ragu.

: berisi analisis komparatif keyakinan hakim dalam proses

| pembuktian perkara pidana antara hukum positif dan hukum

[slam

Bab keenam penutu}a yang berupa kesimpulan






BABYV

ANALISIS KOMPARATIF KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ANTARA HUKUM POSITIF DAN
HUKUM IST.AM

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, bahwa semua alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang baik dari hukum positif maupun hukum Islam
itu adalah hanya sebagai sarana saja bagi hakim pidana untuk menetapkan
keyakinannya. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut harus alat bukti yang dapat
pula menimbulkan keyakinan pada hakim. Jadi, dalam hal pembuktian denéan
segala macam alat bukti inipun, tidak ada suatu perbedaan yang prinsip antara
hukum positif dan hukum Islam. Sebab kedua jenis hukum tersebut masing-
masing menilai alat-aia_t bukti itu hanya sebagai sarana saja dalam mencari
hakekat suatu peristiwa hukum. Namun yang agak berbeda adalah:

1. Dari segi kuantités alat bukti itu sendiri. D1 m.ana‘a!at bukti dalam hukum
positif ada 5 sebagaimana alat bukti yang dianggap sah dalam KUHAP,
sedangkan alat bukti yang ada dalam hukum Islam ada 7, sehingga para
penegak hukum dalam hukuin Islam menjalankan peradilan dengan sebenar-
beﬁarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta dengan rasa takwa kepada — -
Allah SWT, keputusaﬁ-keputusannya diharapkan akan lebih bisa memenuhi
keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab dari)alat-alat pembuktian
yang ditetapkan dalam Ahukum Istam dengan segala macam ketentuannya itu

akan lebth mampu menyingkap kebenaran.
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2. Dari segi formalitas hukum, bahwa keyakinan hakim dalam pr'oses pembuktian
perkara pidana dalam hukum I'positif telah tercantum dalam KUHAP (Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam hukum positif belum
ada formalitas hukum mengenai keyakinan hakim, hanya scbatas pendapat
paraulama atau ahli hukum Islami. yang tentunya di ambil dari al;Qur'an dan al-
Hadits yang pasti tidak diragukan lagi kebenarannya. .
3. Dari segi istilah hukum, bahwa sistem pembuktiian yang berdasarkan.
keyakinan hakim. dalam hukum positif mempunyai istilah, yang diadopsi dari
Bahasa Belanda yéitu /7eéczficff' weltelijk. Sedangkan dalz;an hukum Islam tidak
mempunyai istilah khusus mengenai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim.
4. Hakim dalam hukum positif mempunyai kode etik kekuasaan kehakiman yang
dijadikan pedoman bagi para hakim untuk menjalankan amgmahnya. Sedangkan
dalam hukum Islam tidak dylikenal kode etik kekuasaan kehakiman, hanya hakim
dalam hukum Islam berpedgman pada al-Qur'an dan al-Hadits dan Ijtthad.

Dengan demikian sistem bembuktian perkara pidana di dalam KUHAP itu
apabila ditinjau dari segi sistem pembukﬁan menurut hukum Islam secara teoritis
sistem tersebut cukup baik dan secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum
Islam.

Kelebihan bagi penegak hukum dalam hukum Islam ialéh dalam rangka
menetapkan .keyakinan yang sifatnya subyektif itu, adalah seorang hakim yang
betul-betul bertaqwa kepada Allah SWT, yang penuh keikhlasan dan kejujuran

akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan peradilan, jauh akan lebih berhati-
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hati dan teliti sekali dalam menetapkan keyakinannya, sebab ia menyadari bahWa
dibalik kekuasaan di alallh yang fana ini, masth éda kekuasaan yang lebih tinggi
yang akan memberikanigan_iaran hukuman kepada setiap penyelewengan dalam
menjalankan amanah di dunia ini.

Hal seperti ini kurang mendapat perhatian dan kesadaran bagi para
penegak hukum positif pada umumnya, sehingga sering terjadi antara teori dan
praktek saling bertentangan. Sebaik-baik dan sesempuma—sempurnéya hukum
yang di buat oleh manusia, pasti ada kekurangannya. Karena hanya
mengandalkan logika, kepentingan-kepentingan, terkadang hawa nafsu Oleh
karena itu sudah secharusnya dalam menetapkan hukum, manusia berpedoman
pada sumber hukum yang paling mulia yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Karena

kedua sumber hukum tersebut tidak di ragukan lagi kebenarannya.






PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah selesai membahas seluruh masalah vang dikemukakan dalam

skripsi ini, maka sebagai penutup penyusun dapat mengambil kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut:

L.

o

V8]

Bahwa pada prinsipnya keyakinan hakim dapat mempengaruhi proses
pembuktian pefkara pidana, di sémping alat bukti yang sah dalam
menetapkan putusan terhadap suatu perkara

Keyakinan hakim dalam proses pembuktian pe;kara pidana baik dari
hukum positif maupun hukum islam dapat dijadikan sebagai kekuatan
hukum vang tetap, sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP
(Kitéb Undang;Undang Hukum Acara Pidana) dengan pertimbangan
bahwa putusan hakfm itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral

kepada Allah SWT, masyarakat, dan pada diri -hakim itu sendiri.

' N\ o .
' Sedangkan yang melatar belakangi sistem pembuktian berdasarkan

undang-undang sampai suatu batas (negatief” wettelijk) diberlakukan di
[ndonesia adalah bahwa disamping sistein tersebut telah mendapat
dukunéan dari para sarjana hukum di Indonesia, juga memang sudah
selayaknya harus ada keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan suatu
hukuman pidana

Untuk membuktikan suaty perkara pidana KUHAP menempuh sistem

menurut undang-undang sampal suatu batas atau sistem negatief wettelijk

96



97

yang pada prinsipnya bahwa keyakinan hakim adalah merupakan faktor

yang menentuka‘n disamping alat bukti yang sah dalam menetapkan
putusan terhadap suatu perkara. Terhadap alat bukti baik KUHAP
maupun menurut hukum i.\'li.m-l hanya merupakan sarana saja bagi hakim
untuk mencart dan mcngﬂmgkap kebenaran _vung'- meyakinkan lcr'hadap
hakekat daripadé suatu perkara yang sedang diperiksanya. Dan alat-alat
bukti tersebut tidak ada yang mengikat hakim untuk menetapkan putusan.
Oleh karena itu tidak ada s.uatu perbedaan vang prinsip antara hukum
islam dan hukum positif dalam hal ini hukum acara .pidana di Indonesia
yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
(KUHAP). Jadi, dengan kata lain Sistem pembuktian dalam Hukum Islam
terdapat persamaan dengan sistem pembuktian dalam KUHAP, yakni
bahwa menurut Hukum Islam untuk menetapkan putusan terhadap suatu
perkara harus dibuktikan dengan alat bukti vang sah dan scorang hakim
yang memeriksanya harus mempunyai  keyakinan tentang keadaan
peristiwa fersebut. Bahkan Hukum Islam lnengharﬁskan Juga adanya

keyakinan hakim tersebut dalam menetapkan putusan terhadap suatu

AN
perkara. N

B. Saran-saran

Dari uraian-uraian yang tclah dipaparken diatas, meskipun masih

- sederhana, penyusun mencoba merumuskan beberapa saran dengan harapan dapat

memberikam masukan yang positif, antara lain:

-t
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I. Hakim dalam menetapkan putusaﬁ terhadap suatu perkara pidana harus
: lebih dahuly mempunyai keyakinan okan keadnan vang sesunggulinya
~dari suatu perkara. Oleh karena itu {akior ketelitian, kehati-hatian. dan
kecermatan diperlukan agar dapat memberikan suatu putusan pidana vang

benar dari keadaan sesunpeuhnya,

't\)

Meskipun keyakinan hakim merupakan- hal vang subyektif, namun hakim
dalam setiap melaksanakan tugasnya harus berpegang pada kode etik
kehakiman, dan mempunyai prinsip bahwa setiap putusan nantinya akan

dipertanggungjawabkan secara moral kepada masvarakat, diri hakim itu

sendiri, dan tentunya kepada Hakim yang Maha Adil yaitu Allah SWT

(U]

Apabila seluruh hakim di Indonesia, maupun hakim di muka bumi ini
telah memegang prinsip, dan takut akan ancaman Allah SWT, maka
kebenaran akan bisa ditegakkan. Yang benar akan dibenarkan, dan yang

salah akan disalahkan.

C. Penutup

Tiada kata yang terucap kecuali luapan syukur atas karunia, taufiq,
rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan segenap'kexr\ampuan yang ada. Pénulis menyadari masih banyak
kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal terhadap penyusun sendiri,

dan bermanfaat juga terhadap orang lain. Amin Yaa robbal ‘alamin,
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